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BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NoMOR 21  TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KATINGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Keija Pemerintah Daerah, Rencana Strategis
Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa memperhatikan diktum KETIGA huruf ¢ pada Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan
Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan
Daerah Otonom Baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2024-2026;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito
Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indoensia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor5586) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Keija Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 - 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai berakhimya
masa jabatan Bupati.

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD
adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah
Tahun 2024-2026 selama masa transisi menuju terpilihnya Bupati
definitif di tahun 2024.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bupati adalah Bupati Katingan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Daerah adalah Kabupaten Katingan.
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Pasal 2

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yaitu sebagai
pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Keija dan penentuan
pilihan program kegiatan tahunan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yaitu:

a. Mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah pada periode ke-4
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar
sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan

c. Penjabaran dari RPD Tahun 2024-2026 berdasarkan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.

BAB II
SISTEMATIKA
Pasal 4

(1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 sebagai berikut:

BAB 1 :Pendahuluan

.BAB II :Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;

. BAB IV :Tujuan dan Sasaran;

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;

BAB VII: Kineija Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan

. BAB VIII: Penutup

(2) Uraian lebih lanjut Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-
2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

TR O A0 TP

BAB III
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal (S’

TINGAN,

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal I

DAERAH

PATENJKATINGAN,

PR {cNSANG
ABERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023 NOMOR 7 A
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 - 2026

RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2024-2026



BAB VIII
PENUTUP

Renstra Kecamatan Petak Malai tahun 2024-2026 merupakan pedoman
dalam penyusunan rencana kecamatan Petak Malai yang berpedoman pada
RPJMD Kabupaten Katingan.

Renstra ini merupakan hasil dari proses kerja sama seluruh Aparatur
Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Kantor
Kecamatan Petak Malai yang tentu saja dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan masukan dari para Pemangku Kepentingan “stakeholders’,
baik secara langsung pada saat dialog atau tanya jawab maupun secara tak
langsung melalui pemberitaan dan diharapkan dapat mendorong rasa memiliki
dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya. Di samping itu, Renstra
Kecamatan Petak Malai juga diharapkan dapat dijadikan dasar dalam
penyusunan Renja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan LAKIP
nantinya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel.
Atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau
penyesuaian seperlunya. Semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini
dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi
kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Renstra ini juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi
pencapaian kinerja tahunan dan lima tahunan yang terwujud dalam bentuk
laporan akuntabilitas kinerja instansi kecamatan Petak Malai, sehingga
diharapkan dapat hasil perencanaan yanglebih optimal untuk kegiatan tahunan
serta lima tahunan yang akan datang yang tentunya tetap menyesuaikan
dengan kondisi dimasa yang akan datang, dan semoga renstra ini bermamfaat
bagi Pemerintah Kabupaten dan Kecamtan khususunya untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat yang bermuara dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam
mensuksuskan pembangunan Kabupaten Katingan.
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